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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Konseptual 

2.1.1 Teori Pengawasan 

Pengawasan dalam konteks pemerintahan merupakan proses kontrol yang 

dilakukan untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan aturan, 

tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pemerintahan desa, 

pengawasan bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, meminimalkan 

penyalahgunaan dana, serta menjamin efektivitas pelaksanaan program 

pembangunan (Wicaksana & Suyanto, 2021).  

Menurut (Sari & Halim, 2021), pengawasan internal berperan penting dalam 

siklus pengelolaan keuangan daerah karena dapat memberikan keyakinan bahwa 

semua aktivitas telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan standar yang berlaku. 

Pengawasan internal bukan hanya mencari kesalahan setelah terjadi, tetapi juga 

berfungsi sebagai alat pencegahan melalui audit, review, dan pembinaan (Sari & 

Halim, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep Inspektorat sebagai Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas memantau setiap 

tahapan pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan anggaran sampai 

pertanggungjawaban (I. Polidu et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh 

(Wibowo & Heryono, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat 

dipengaruhi oleh pemahaman aparatur pengawas terhadap regulasi dan standar 

pengawasan.  
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Kelemahan dalam pemahaman ini berdampak pada rendahnya kualitas 

evaluasi dan temuan audit, sehingga fungsi pengawasan belum berjalan maksimal 

(Wibowo & Heryono, 2022). Lebih lanjut, (Rahayu & Siregar, 2020) menegaskan 

bahwa pengawasan seharusnya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, 

sehingga tidak hanya berfokus pada temuan administratif saja, tetapi juga 

memonitor dampak program pembangunan desa. Dengan demikian, pengawasan 

efektif melibatkan pemantauan, analisis risiko, serta tindak lanjut yang konkret atas 

temuan yang diperoleh (Rahayu & Siregar, 2020). 

2.1.2 Teori Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah kerangka yang 

dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Saputra & 

Wijaya, 2021). SPIP menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa 

karena menyediakan mekanisme kontrol untuk mencegah kesalahan dan 

penyimpangan. (Setyaningrum & Mardiasmo, 2020) menemukan bahwa kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas 

sistem pengendalian internal. 

Ketika SPIP diterapkan dengan baik, risiko kesalahan pelaporan dan fraud 

dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak 

lepas dari kekuatan SPIP yang ada di organisasi (Setyaningrum & Mardiasmo, 

2020). Dalam konteks desa, SPIP berperan sebagai fondasi dasar bagi Inspektorat 

dalam melakukan evaluasi. Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan 
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retrospektif tetapi juga menilai apakah mekanisme kontrol internal sudah 

diterapkan secara konsisten oleh aparat desa. Sejalan dengan itu, penelitian 

(Kusuma & Hermawan, 2021) menyatakan bahwa desa yang menerapkan SPIP 

dengan baik cenderung memiliki pertanggungjawaban keuangan yang lebih 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Kusuma & Hermawan, 2021). 

2.1.3 Teori Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat 

dan otoritas yang lebih tinggi. Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas 

mencakup penyusunan laporan, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban 

kepada publik dan lembaga pengawas (Mulyani & Dewi, 2021). (A. Polidu et al., 

2020) menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan desa tidak dapat dicapai tanpa 

pengawasan internal yang efektif, karena pengawasan memastikan bahwa 

penyusunan laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi dan peraturan yang 

berlaku.  

Ketika laporan keuangan desa akuntabel, maka transparansi dan 

kepercayaan publik terhadap pemerintah desa meningkat (A. Polidu et al., 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh (N. A. Fadzillah & Arifa, 2022) menunjukkan 

bahwa lemahnya pengawasan internal berdampak langsung terhadap rendahnya 

kualitas pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini memperkuat argumen bahwa 

akuntabilitas keuangan tidak hanya berkaitan dengan pelaporan saja, tetapi juga 

dengan proses pengawasan yang dilakukan secara konsisten (Fadzillah & Arifa, 

2022). 



12 
 

 
 

 

2.1.4 Teori Good Governance 

Good Governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik dengan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan rule of law. Dalam 

pengelolaan keuangan desa, Good Governance memastikan bahwa penggunaan 

dana publik dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara terbuka (Dwipayana & Wijaya, 2021). Penelitian 

oleh Nurimansyah, M., & Ariyani, R. M. (2020). menjelaskan bahwa Good 

Governance dalam konteks desa menuntut adanya keterbukaan informasi, 

partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah 

praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa.  

Hal ini menunjukkan bahwa Good Governance dan pengawasan internal saling 

terkait satu sama lain Nurimansyah, M., & Ariyani, R. M. (2020). Selain itu, 

(Kapantow et al. 2024) mengemukakan bahwa penerapan prinsip Good 

Governance di tingkat desa sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Ketika mekanisme pengawasan berjalan 

dengan baik, prinsip-prinsip Good Governance akan lebih mudah terwujud karena 

ada kepastian bahwa semua aktivitas pengelolaan keuangan desa berlangsung 

sesuai aturan dan transparan (Kapantow et al., 2024). 

2.1.5 Peran Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Desa 

Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang 

memiliki kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Keberadaan Inspektorat memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui fungsi pengawasan, 
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pembinaan, konsultasi, dan pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2021), 

APIP merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang 

berfungsi memberikan keyakinan yang memadai (assurance) dan layanan 

konsultasi yang independen serta objektif guna meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola pemerintahan. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Rahayu dan Napisah (2021) menjelaskan bahwa 

keberadaan APIP menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui pelaksanaan pengawasan 

yang efektif. Selain itu, Adhivinna dan Damayanti (2022) menyatakan bahwa APIP 

memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

melalui pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya.  

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  

BPKP (2021) menjelaskan bahwa penerapan SPIP bertujuan menciptakan 

tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui 
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penguatan lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian 

risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan 

pengendalian intern. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, SPIP menjadi 

landasan utama bagi Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan 

pengawasan agar setiap tahapan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Di Kaibupaiten Kaiur, kedudukain, tugais, dain fungsi Inspektorait diaitur dailaim 

Peraiturain Bupaiti Kaibupaiten Kaiur Nomor 100 Taihun 2023 tentaing Kedudukain, 

Susunain Orgainisaisi, Tugais dain Fungsi sertai Taitai Kerjai Peraingkait Daieraih. Dailaim 

Paisail 37 dijela iskain baihwai Inspektorait Daieraih merupaikain unsur pengaiwais 

penyelenggairaiain pemerintaihain daieraih yaing dipimpin oleh seora ing Inspektur dain 

bertainggung jaiwaib kepaidai Bupaiti melailui Sekreta iris Daieraih. Inspektorait 

mempunyaii tugais membaintu Bupaiti dailaim membinai dain mengaiwaisi pelaiksainaiain 

urusain pemerintaihain yaing menjaidi kewenaingain daieraih sertai tugais pembaintuain 

yaing dilaiksainaikain oleh peraingkait daieraih.  

Untuk melaiksainaikain tugais tersebut, Inspektorait menyelenggairaikain fungsi 

perumusain kebijaikain teknis bidaing pengaiwaisain, pelaiksainaiain pengaiwaisain internail 

terhaidaip kinerja i dain keuaingain melailui aiudit, review, eva iluaisi, pemaintaiuain, 

penyusunain laiporain haisil pengaiwaisain, koordinaisi pencegaihain tindaik pidaina i 

korupsi, pengaiwaisain reformaisi birokraisi, sertai fungsi la iin yaing diberikain oleh 

Bupaiti sesuaii dengain ketentuain peraiturain perundaing-undaingain. Pelaiksainaiain tugais 

pengaiwaisain tersebut dibaigi ke dailaim beberaipai wilaiyaih kerjai Inspektur Pemba intu 

(IRBAIN).  
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Berdaisairkain Paisail 41 Peraiturain Bupaiti Kaibupaiten Kaiur Nomor 100 Taihun 

2023, IRBA IN mempunyaii tugais membaintu Inspektur dailaim membinai dain 

mengaiwaisi pelaiksainaiain urusain pemerintaihain yaing menjaidi kewenaingain daieraih. 

Dailaim menjailainkain tugais tersebut, IRBAIN melaiksainaikain pemeriksaiain, pengujiain, 

penilaiiain, review terha idaip rencainai kerjai dain ainggairain, evailuaisi Sistem 

Pengendailiain Intern Pemerintaih (SPIP), pendaimpingain dain aisistensi, pengaiwaisain 

terhaidaip keuaingain dain bairaing milik daieraih, pemaintaiuain tindaik lainjut haisil 

pengaiwaisain, sertai koordinaisi prograim pengaiwaisain.  

Fungsi tersebut menunjukka in baihwai IRBAIN tidaik hainyai berperain sebaigaii 

pemeriksai, tetaipi jugai sebaigaii pembinai yaing memberika in pendaimpingain kepaidai 

pemerintaih desai aigair pengelolaiain keuaingain desai dilaiksainaikain sesuaii dengain 

prinsip trainspairainsi, aikuntaibilitais, efektivitais, dain efisien. Dailaim penelitiain ini, 

perain Inspektorait diainailisis berdaisairkain taihaipain pengelolaiain keuaingain desa i 

sebaigaiimainai diaitur dailaim Peraiturain Menteri Dailaim Negeri Nomor 20 Taihun 2018 

tentaing Pengelolaiain Keuaingain Desai yaing meliputi perenca inaiain, pelaiksainaiain, 

penaitaiusaihaiain, pertainggungjaiwaibain, dain pengelolaiain aiset desai. Kelimai taihaipain 

tersebut merupaikain saitu kesaituain proses yaing hairus diaiwaisi secaira i 

berkesinaimbungain aigair tujuain pengelolaiain keuaingain desai daipait tercaipaii secaira i 

efektif dain aikuntaibel.  

Perain Inspektorait dailaim pengaiwaisain perencainaiain keuaingain desai dilaikukain 

melailui review da in evailuaisi terhaidaip dokumen Renca inai Kerjai Pemerintaih Desai 

(RKP Desai) dain AInggairain Pendaipaitain dain Belainjai Desai (AIPBDes). Penga iwaisain 

ini bertujuain memaistikain baihwai proses perencainaiain telaih disusun berdaisairkain 
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kebutuhain maisyairaikait, sesuaii dengain prioritais pembaingunain desai, sertai memenuhi 

ketentuain peraiturain perundaing-undaingain.  

Menurut Yondainingtiyaistuti (2022), perencainaiain yaing baiik merupaikain 

daisair utaimai keberhaisilain pengelolaiain keuaingain desai kairenai menjaidi pedomain 

dailaim pelaiksainaiain seluruh prograim dain kegiaitain pemerintaih desai. Paidai taihaip 

pelaiksainaiain, Inspektorait melaikukain aiudit, monitoring, da in evailuaisi terhaidaip 

pelaiksainaiain kegiaitain yaing dibiaiyaii melailui AIPBDes. Pengaiwaisain dilaikukain untuk 

memaistikain baihwai penggunaiain ainggairain telaih sesuaii dengain dokumen 

perencainaiain, didukung bukti ya ing saih, sertai dilaiksainaikain secairai efektif, efisien, 

trainspairain, dain aikuntaibel.  

Lumingkewais, Kailaingi, dain Gerungaii (2021) menyaitaikain baihwai 

pengaiwaisain paidai taihaip pelaiksainaiain saingait penting untuk meminima ilkain risiko 

penyimpaingain penggunaiain Dainai Desai dain memaistikain setiaip prograim 

memberikain mainfaiait baigi maisyairaikait. Perain Inspektorait dailaim pengaiwaisain 

penaitaiusaihaiain dilaikukain dengain memaistikain seluruh trainsaiksi penerimaiain dain 

pengeluairain keuaingain desai dicaitait secairai lengkaip, tertib, aikurait, dain sesuaii dengain 

ketentuain aidministraisi keuaingain desai.  

Pengaiwaisain meliputi pemeriksa iain Buku Kais Umum, Buku Ba ink, Buku 

Pembaintu Paijaik, sertai pencaitaitain paidai aiplikaisi Sistem Keua ingain Desai 

(Siskeudes). Penaitaiusaihaiain yaing baiik aikain menghaisilkain informaisi keuaingain 

yaing aindail sehinggai memudaihkain penyusunain laiporain keuaingain desai. Hail ini 

sejailain dengain pendaipait Lumingkewais et ail. (2021) yaing menyaitaikain baihwa i 
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penaitaiusaihaiain merupaikain sailaih saitu faiktor penting da ilaim mewujudkain 

aikuntaibilitais pengelolaiain keuaingain desai.  

Paidai taihaip pertainggungjaiwaibain, Inspektorait melaikukain aiudit, review, dain 

evailuaisi terhaidaip laiporain reailisaisi AIPBDes besertai dokumen pendukungnyai. 

Pengaiwaisain bertujuain memaistikain baihwai laiporain telaih disusun sesuaii kondisi 

yaing sebenairnyai, didukung bukti trainsaiksi yaing saih, sertai memenuhi ketentuain 

peraiturain perundaing-undaingain. Selaiin itu, Inspektorait memaintaiu tindaik lainjut aitais 

rekomendaisi haisil pemeriksa iain sehinggai setiaip kelemaihain yaing ditemukain daipait 

segerai diperbaiiki. Menurut Yondainingtiyaistuti (2022), pertainggungjaiwaibain 

merupaikain bentuk aikuntaibilitais pemerintaih desai kepaidai pemerintaih daieraih dain 

maisyairaikait sehinggai hairus disusun secairai trainspairain dain daipait 

dipertainggungjaiwaibkain.  

Selaiin melaikukain pengaiwaisain terhaidaip aispek keuaingain, Inspektorait jugai 

memiliki perain dailaim pengaiwaisain pengelolaiain aiset desai. Pengaiwaisain dilaikukain 

untuk memaistikain baihwai seluruh aiset desai telaih diinventa irisaisi, dicaitait dailaim 

aidministraisi aiset, dimainfaiaitkain sesuaii dengain peruntukainnyai, dipelihairai dengain 

baiik, dain diaimainkain dairi risiko kehilaingain maiupun penyailaihgunaiain. BPKP (2021) 

menjelaiskain baihwai pengaimainain aiset merupaikain sailaih saitu tujuain utaimai SPIP 

kairenai aiset pemerintaih merupaikain sumber daiyai yaing hairus dijaigai untuk 

mendukung efektivitais penyelenggairaiain pemerintaihain.  

Oleh kairenai itu, pengaiwaisain terhaidaip aiset desai menjaidi baigiain yaing tidaik 

terpisaihkain dairi pengaiwaisain pengelolaiain keuaingain desai. Berdaisairkain uraiiain 

tersebut, daipait dipaihaimi baihwai perain Inspektorait Kaibupaiten Kaiur dailaim 
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pengaiwaisain pengelolaiain keuaingain desai tidaik hainyai terbaitais paidai pelaiksainaiain 

pemeriksaiain, tetaipi jugai mencaikup pembinaiain, pendaimpingain, evailuaisi, dain 

pemaintaiuain terhaidaip seluruh taihaipain pengelolaiain keuaingain desai.  

Dailaim penelitiain ini, pela iksainaiain perain tersebut dia inailisis melailui enaim 

aispek utaimai, yaiitu  

1. Perencainaiain  

2. Pelaiksainaiain 

3. Penaitaiusaihaiain  

4. Pertainggungjaiwaibain  

5. Pengelolaiain aiset desai  

6. Upaiyai Peningkaitain Pengaiwaisain 

yaing menjaidi indikaitor dailaim menilaii efektivitais pelaiksainaiain tugais dain fungsi 

Inspektorait Daieraih Kaibupaiten Kaiur.  

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitiain yang relevan dailaim penelitiain ini aidailaih: 

Tabel 2.2 

Penelitian yang Relevan 

No Judul Artikel Penulis Metode Hasil 

1 Perain Inspektorait 

dailaim Sistem 

Pengaiwaisain dain 

Pengendailiain 

Pengelolaiain Dainai 

Desai (Studi 

Inspektorait 

Kaibupaiten 

Gorontailo Utairai) 

Polidu, I., 

Tumuhulaiwai, 

AI., Kaidir, Y., 

& Moonti, R. 

M. (2020) 

Kuailitaitif 

deskriptif 

Inspektorait berperain 

dailaim aiudit, 

monitoring, dain 

evailuaisi dainai desai, 

naimun efektivitaisnyai 

maisih terkendailai 

keterbaitaisain SDM dain 

pengaiwaisain yaing 

belum optimail. 
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2 AInailisis Perain 

Inspektorait Daieraih 

dailaim Pengelolaiain 

Keuaingain Desai 

Faidzillaih, N. 

AI., & AIrifai, 

C. (2022) 

Kuailitaitif 

studi 

kaisus 

Pengaiwaisain dilaikukain 

melailui aiudit dain 

pembinaiain, naimun 

maisih ditemukain 

kesailaihain aidministraitif 

dailaim laiporain 

keuaingain desai. 

3 Pengaiwaisain 

Pengelolaiain 

Keuaingain Desai 

(Studi di 

Inspektorait Daieraih 

Kaibupaiten Bolaing 

Mongondow 

Timur) 

Kaipaintow, I. 

L. K., 

Rompais, Y., 

& Kolondaim, 

H. (2024) 

Kuailitaitif 

deskriptif 

Inspektorait 

melaiksainaikain aiudit 

rutin dain pemeriksaiain 

khusus, naimun tindaik 

lainjut rekomendaisi 

belum sepenuhnyai 

optimail. 

4 Pengaiwaisain 

Inspektorait dailaim 

Pengelolaiain Dainai 

Desai di Maisai 

Paindemi Covid-19 

Tumboimbel

ai, G., Gosail, 

R., & 

Waiworunden

g, W. (2022) 

Kuailitaitif Pengaiwaisain dilaikukain 

secairai aidaiptif terhaidaip 

perubaihain regulaisi dainai 

desai, tetaipi terdaipait 

kendailai teknis dain 

koordinaisi. 

5 AIkuntaibilitais 

Pengelolaiain 

Keuaingain Desai 

Mulyaini, S., 

& Dewi, M. 

(2021) 

Kuaintitaitif AIkuntaibilitais desai 

dipengairuhi oleh sistem 

pengendailiain internail 

dain kuailitais 

pengaiwaisain internail 

pemerintaih. 

6 Implementaisi Good 

Governaince dailaim 

Pengelolaiain 

Keuaingain Desai 

Putri, R., & 

Raihmain, F. 

(2022) 

Kuailitaitif Trainspairainsi dain 

aikuntaibilitais meningkait 

ketikai pengaiwaisain 

internail berjailain efektif 

dain maisyairaikait terlibait 

aiktif. 

7 Sistem 

Pengendailiain 

Internail Pemerintaih 

dain Kuailitais 

Laiporain Keuaingain 

Daieraih 

Saiputrai, R., 

& Wijaiyai, AI. 

(2021) 

Kuaintitaitif SPIP berpengairuh 

signifikain terhaidaip 

kuailitais laiporain 

keuaingain, termaisuk 

pengelolaiain dainai desai. 
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8 Penguaitain Perain 

AIPIP dailaim 

Meningkaitkain 

Kuailitais 

Pengaiwaisain 

Keuaingain Daieraih 

Sairi, R., & 

Hailim, AI. 

(2021) 

Kuailitaitif 

normaitif 

AIPIP berperain straitegis 

dailaim meningkaitkain 

taitai kelolai melailui 

fungsi aissuraince dain 

consulting. 

9 Efektivitais 

Pengaiwaisain 

Inspektorait 

terhaidaip 

Pengelolaiain Dainai 

Desai 

AIrain, K. S. 

(2022) 

Kuailitaitif 

deskriptif 

Pengaiwaisain 

berkontribusi terhaidaip 

peningkaitain kepaituhain 

desai terhaidaip regulaisi, 

naimun maisih terbaitais 

paidai pemeriksaiain 

aidministraitif. 

 

10 Pengairuh 

Pengaiwaisain 

Internail terhaidaip 

Pencegaihain 

Penyimpaingain 

Dainai Desai 

Wibowo, R., 

& Heryono, 

AI. (2022) 

Kuaintitaitif Pengaiwaisain internail 

berpengairuh signifikain 

terhaidaip pencegaihain 

penyimpaingain dainai 

desai dain peningkaitain 

kuailitais 

pertainggungjaiwaibain. 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Menurut (Misno, 2021) Keraingkai Konseptuail merupaikain suaitu model aitaiu 

gaimbairain yaing menjelaiskain hubungain aintairai konsep-konsep aitaiu vairiaibel yaing 

relevain dailaim suaitu penelitiain. Keraingkai Konseptuail menunjukkain hubungain 

aintairai berbaigaii faiktor, vairiaibel, dain konsep yaing relevain dengain maisailaih 

penelitiain, biaisainyai disaijikain dailaim bentuk diaigraim ailir, petai pikirain, aitaiu dekripsi 

nairaitif yaing menjelaiskain hubungain aintairai konsep-konsep 
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Keraingkai Konseptuail paidai penelitiain ini disaijikain paidai gaimbair berikut: 
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KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KAUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual 

Keraingkai konseptuail penelitia in ini menggaimbairkain ailur berpikir mengena ii 

perain Inspektorait dailaim pengaiwaisain pengelolaiain keuaingain desai Jaiwi, Tailaing 

Paidaing dain Gunung Megaing. Keraingkai tersebut disusun berdaisairkain hubungain 

aintairai input, proses, output, dain outcome sebaigaii suaitu raingkaiiain yaing sailing 

berkaiitain dailaim pelaiksainaiain fungsi pengaiwaisain oleh Inspektorait.  

Taihaip pertaimai aidailaih input, yaing merupaikain faiktor-faiktor pendukung dailaim 

pelaiksainaiain pengaiwaisain pengelolaiain keuaingain desai. Input dailaim penelitiain ini 

meliputi Inspektorait Daieraih sebaigaii AIpairait Pengaiwaisain Intern Pemerintaih (AIPIP) 

yaing memiliki kewena ingain melaikukain pembinaiain dain pengaiwaisain terhaidaip 

pemerintaih desai, regulaisi yaing mengaitur pengelolaiain keuaingain desai, seperti 

Peraiturain Menteri Dailaim Negeri Nomor 20 Taihun 2018, Peraiturain Pemerintaih 

PROSES 
Perain Inspektorait dailaim 

pengaiwaisain 

• Perencainaiain pengaiwaisain 

• Pelaiksainaiain pengaiwaisain 

• Tindaik lainjut haisil 

pengaiwaisain  

INPUT 

• Inspektorait Daieraih sebaigaii 

AIPIP 

• Regulaisi terkaiit 

pengelolaiain keuaingain desai 

• Sumber daiyai SDM, 
ainggairain, saira inai 

praisairainai 

OUTPUT 

• Kepaituhain terhaidaip 

regulaisi 

• Pencegaihain penyimpaingain 

• Perbaiikain pengelolaiain 

keuaingain desai 

• Rekomendaisi dain tindaik 

lainjut 

OUTCOME 
Pengelola iain keuaingain desai yaing 

Trainspairain, AIkuntaibel, Efektif, 

Efisien dain Bebais Dairi 

Penyimpaingain 
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Nomor 60 Taihun 2008 tentaing Sistem Pengendailiain Intern Pemerintaih (SPIP), sertai 

Peraiturain Bupaiti Kaibupaiten Kaiur Nomor 100 Taihun 2023. Sela iin itu, pelaiksainaiain 

pengaiwaisain jugai dipengairuhi oleh ketersedia iain sumber daiyai, baiik sumber daiyai 

mainusiai, ainggairain, maiupun sairainai dain praisairainai yaing dimiliki Inspektorait.  

Taihaip keduai aidailaih proses, yaiitu pelaiksainaiain fungsi pengaiwaisain oleh 

Inspektorait terhaidaip pengelolaiain keuaingain desai. Dailaim penelitiain ini proses 

pengaiwaisain terdiri aitais perencainaiain pengaiwaisain, yaiitu penyusunain prograim kerjai 

dain penentuain objek pemeriksa iain; pelaiksainaiain pengaiwaisain, yaing meliputi aiudit, 

review, evailuaisi, pemaintaiuain, pembinaiain, dain pendaimpingain terhaidaip pemerintaih 

desai; sertai tindaik lainjut haisil pengaiwaisain, yaiitu pema intaiuain terhaidaip pelaiksainaiain 

rekomendaisi yaing telaih diberikain kepaidai pemerintaih desai aigair setiaip temuain daipait 

segerai diperbaiiki dain tidaik terulaing kembaili. Proses pengaiwaisain tersebut 

menghaisilkain output, yaiitu keluairain laingsung dairi kegiaitain pengaiwaisain.  

Output yaing dihairaipkain berupai meningkaitnyai kepaituhain pemerintaih desai 

terhaidaip regula isi pengelolaiain keuaingain desai, pencegaihain terja idinyai 

penyimpaingain dailaim penggunaiain Dainai Desai, perbaiikain pengelolaiain keuaingain 

desai berdaisairkain haisil pemeriksa iain, sertai aidainyai rekomendaisi dain tindaik lainjut 

yaing dilaiksainaikain oleh pemerinta ih desai sebaigaii bentuk perba iikain aitais kelemaihain 

yaing ditemukain selaimai proses pengaiwaisain.  

Selainjutnyai, output tersebut dihairaipkain maimpu menghaisilkain outcome, yaiitu 

daimpaik jaingkai painjaing dairi pelaiksainaiain pengaiwaisain oleh Inspektora it. Outcome 

yaing ingin dicaipaii aidailaih terwujudnyai pengelolaiain keuaingain desai yaing trainspairain, 

aikuntaibel, efektif, efisien, serta i bebais dairi penyimpaingain. Dengain tercaipaiinyai 
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kondisi tersebut, pela iksainaiain pengelolaiain keuaingain desai dihairaipkain maimpu 

mendukung prinsip-prinsip good governa ince, meningka itkain kuailitais pelaiyainain 

kepaidai maisyairaikait, sertai mewujudkain pembaingunain desai yaing lebih optimail.  

Berdaisairkain keraingkai konseptuail tersebut, penelitia in ini berfokus untuk 

mengainailisis baigaiimainai perain Inspektorait Daieraih Kaibupaiten Kaiur dailaim 

melaiksainaikain pengaiwaisain pengelolaiain keuaingain desai Jaiwi, Tailaing Paidaing dain 

Gunung Megaing melailui taihaipain perencainaiain, pela iksainaiain, penaitaiusaihaiain, 

pertainggungjaiwaibain, dain pengelolaiain aiset desai, sehinggai daipait diketaihui sejaiuh 

mainai pelaiksainaiain pengaiwaisain maimpu menghaisilkain pengelolaiain keuaingain desai 

yaing sesuaii dengain prinsip trainspairainsi, aikuntaibilitais, efektivitais, dain efisiensi 

sesuaii ketentuain peraiturain perundaing-undaingain yaing berlaiku. 

2.4 Definisi Operasional 

No. 
Fokus 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Indikator 

Subindikator/ 

Aspek yang 

Diamati 

1 Perencanaan Peran Inspektorat 

Daerah dalam 

melakukan 

pengawasan 

terhadap proses 

penyusunan 

perencanaan 

keuangan desa 

agar sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat, 

prioritas 

pembangunan 

desa, dan 

ketentuan yang 

berlaku. 

Pengawasan 

perencanaan 

a. Review RKP 

Desa 

b. Review 

APBDes 

c. Kesesuaian 

RKP Desa dengan 

APBDes 

d. Kesesuaian 

dengan prioritas 

pembangunan 

desa 

e. Kepatuhan 

terhadap regulasif. 

Pembinaan dan 

pemberian arahan 

2 Pelaksanaan Peran Inspektorat 

dalam mengawasi 

pelaksanaan 

Pengawasan 

pelaksanaan 

a. Pemeriksaan 

dokumen kegiatan 
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No. 
Fokus 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Indikator 

Subindikator/ 

Aspek yang 

Diamati 

kegiatan dan 

penggunaan 

anggaran desa 

agar sesuai 

dengan APBDes, 

RKP Desa, 

ketentuan yang 

berlaku, serta hasil 

kegiatan di 

lapangan. 

b. Pemeriksaan 

penggunaan 

anggaran 

c. Verifikasi 

kegiatan di 

lapangan 

d. Kesesuaian 

pelaksanaan 

dengan APBDes 

dan RKP Desa 

e. Kesesuaian 

hasil kegiatan 

dengan rencana 

f. Monitoring dan 

evaluasi 

3 Penatausahaan Peran Inspektorat 

dalam mengawasi 

pencatatan dan 

administrasi 

penerimaan serta 

pengeluaran 

keuangan desa 

agar dilakukan 

secara tertib, 

lengkap, dan 

sesuai ketentuan. 

Pengawasan 

penatausahaan 

a. Pemeriksaan 

Buku Kas Umum 

(BKU) 

b. Pemeriksaan 

Buku Bank 

c. Pemeriksaan 

Buku Pajak 

d. Pemeriksaan 

SPJ dan bukti 

transaksi 

e. Pemeriksaan 

pencatatan pada 

Siskeudes 

f. Kelengkapan 

dan ketertiban 

administrasi 

 

4 Pertanggungja

waban 

Peran Inspektorat 

dalam mengawasi 

penyusunan dan 

penyampaian 

laporan 

pertanggungjawab

an keuangan desa 

agar sesuai 

dengan kondisi 

sebenarnya, 

didukung bukti 

Pengawasan 

pertanggungjawa

ban 

a. Pemeriksaan 

laporan realisasi 

APBDes 

b. Pemeriksaan 

SPJ 

c. Pemeriksaan 

bukti transaksi 

d. Pencocokan 

laporan dengan 

pelaksanaan 

kegiatan 
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No. 
Fokus 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Indikator 

Subindikator/ 

Aspek yang 

Diamati 

yang sah, dan 

memenuhi 

ketentuan 

peraturan. 

e. Pemberian 

rekomendasi hasil 

pemeriksaan 

f. Pemantauan 

tindak lanjut 

rekomendasi 

5 Pengelolaan 

Aset Desa 

Peran Inspektorat 

dalam mengawasi 

pengelolaan aset 

desa agar seluruh 

aset 

diinventarisasi, 

dicatat, 

dimanfaatkan, 

dipelihara, dan 

diamankan sesuai 

ketentuan. 

Pengawasan aset 

desa 

a. Inventarisasi 

aset desa 

b. Pencatatan 

administrasi ase 

c. Verifikasi fisik 

asetd. 

Pemanfaatan aset 

sesuai peruntukan 

d. Pemeliharaan 

aset 

f. Pengamanan 

aset dari 

kehilangan atau 

penyalahgunaan 

6 Upaya 

Peningkatan 

Pengawasan 

Upaya Inspektorat 

dalam 

meningkatkan 

kualitas dan 

efektivitas 

pengawasan 

melalui 

pembinaan, 

pendampingan, 

monitoring, 

evaluasi, 

konsultasi, 

koordinasi, dan 

tindak lanjut hasil 

pengawasan. 

Peningkatan 

fungsi 

pengawasan 

a. Pembinaan 

aparatur desa 

b. Pendampingan 

pemerintah desa 

c. Monitoring 

secara berkala 

d. Evaluasi hasil 

pengawasane. 

Konsultasi terkait 

pengelolaan 

keuangan desa 

f. Koordinasi 

dengan pihak 

terkaitg. Tindak 

lanjut 

rekomendasi hasil 

pemeriksaan 
 

 

 


